PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa, dengan ditetapkannya Undadgng Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Mengingat

21,

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel upadan salah satu jenis
pajak kabupaten;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarakslioh huruf a di atas, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel.

Undang-Undang Rl Nomor 27 Tahun 1&3f8ang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan abaeifingkat 1l di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia mal953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republignksgla Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 1820);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peaad?ajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuid N@@nor 42, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukwar@Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Edrab Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penieen Peraturan
perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Isigf@hun 2004 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Patmban Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noii#b, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) gabeana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2@88ng Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgnRemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf8 28lomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vw4 )4

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Parigdmn Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembarmgar&&epublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara bRkeplndonesia
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PBja#rah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@9 2Bomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noow®)5

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tenfelgksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negahai 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenRergelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 28lomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&it8)4

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tgntRembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lagmidagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan LembaragardeRepublik
Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tgnfRembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daemtingl dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republilodasia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tah@@62tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Baoatd 32 Tahun 2007 Tentang
pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaraered Tahun 2007,
Nomor 32).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bacad 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang pernah menjadi kewenangaop&ten Kotawaringin
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Bacehd 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatemawaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangi@ia® Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah;

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusareriptahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomitudms pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimakslaimdbeindang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotaweringarat, yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Eksekutf&lg

5. Dinas Pengelolaan Keuangan daerah yang selanjdisysgkat DPKD adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten KatayiraBarat;

6. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangaraia

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adadalribusi wajib kepada
pemerintah daerah yang terutang oleh orang priatdi badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidaklapetkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan lddegi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yandidisan oleh hotel.

9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapaistpahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang menrgauga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahamah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamidr digioi 10 (sepuluh);

10.Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yapagtdlikenakan Pajak;

11.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, miglipembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempungki dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan @egHuwthdangan perpajakan
Daerah;

12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukahaugang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perskioaya, Badan usaha milik
negara (BUMN), dengan nama dan dalam bentuk apafwma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpugmsgn, organisasi, massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnfgambaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dantbikrusaha tetap;

13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kaleatau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lamaga)(bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung yetr, dan melaporkan
pajak yang terutang;

14.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahunnilale kecuali bila wajib
pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama deaban kalender;

15.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibpgda suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagram tpajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalesatg
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16.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muigi@ldimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak tergtangai kegiatan penagihan
pajak atau kepada Wajib serta pengawasan penyet@an

17.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjuthgamgkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melegoiPenghitungan  dan/
atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukgek@ajak dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturaongsng-undangan
perpajakan daerah;

18.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya g#iginSSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didekdiengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kasKlaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyangtiat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokek yang terutang;

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yan@tddipingkat SKPDKB
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan lyaspmmlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayarakok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masibshdibayar;

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambapamng selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yaegentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

22.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanauttigingkat SKPDN adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pgepk sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak temyitdan tidak ada kredit pajak;

23.Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjudiisiagkat SKPDLB adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah Kelebpembayaran pajak,
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripadaalPajang terutang atau
seharusnya tidak seharusnya terutang;

24.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya d&ain§TPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adiraei berupa bunga
dan/atau denda;

25.Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusery ynembetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kelglidalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan perundang-undangan pkapaidaerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Sutatdfen Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Kedat®ajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah NBhbilat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daeraht &gputusan Pembetulan
atau Serta Keputusan Keberatan;

26.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusen Kdberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetdpgak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketet&agak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaab&han, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerdhhLBayar, atau Terhadap
Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga y@jgkdn oleh Wajib
Pajak;

27.Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilakh B@g Banding terhadap
Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Vipajéak;

28.Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakugearas teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang uoieliarta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargalgtean dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusurralapleuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode TahjakPa
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29.Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk meneagngumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya, untukgujie kepatuhan
pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan ldanmdeangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaleaalg

30.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daemdalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Nie§gil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulakti yang dengan bukti
itu membuat perang tindak pidana di bidang pergajaRaerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayhrdiotel dipungut pajak
disebut dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan obéél,Hlengan pembayaran
termasuk :

a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jang&adek;

b. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakansibuwintuk tamu hotel
bukan untuk umum;

C. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara aidemuan di hotel,

d. pelayanan penunjang sebagai fasilitas penginapantiaggal jangka pendek
yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) durwddalah  fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, gy@nan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yasgdiakan atau dikelola hotel.

(3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksutd(hya meliputi :

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggaralem pemerintah atau
pemerintah daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejeaisny
c. jasatempat tinggal di pusat pendidikan atauisktag keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama parapanti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata g&selenggarakan oleh hotel
yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yaalgkukan pembayaran
kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakain h

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yaeggusahakan hotel.
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BAB I11
DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembagtaa yang seharusnya
dibayar.

(2) Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar K&duluh persen)

(3) Besarnya Pokok Pajak Hotel yang terutang dihituaggdn cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengaardpengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupatetakvaringin Barat.

(5) Hasil Penerimaan Pajak Hotel merupakan sumber patala Daerah yang
disetor ke Kas Daerah

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan;

(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang tegitberdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh WajitalP&jerdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dsendkan penetapan
Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokunaém yang
dipersamakan;

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimgkasda ayat (3) berupa
karcis dan nota perhitungan;

(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan igedthayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;

Pasal 7

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatategnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan :

a. SKPDKBT apabila:

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterayayam terutang tidak
atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalangkg@ waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tiddampaikan pada
waktunya sebagaimana dalam surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pagutang dihitung
secara jabatan;
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b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yasgula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pejal terutang
ditambah bunga;

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besadeysan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak adaikpagak.

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB selvema dimaksud ayat
(1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan saauksiinistrasi berupa bunga
sebesar 20 % (dua puluh persen) sebulan dihitumg yd@ag kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling laMa/@ia puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKBT gabeana dimaksud
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi parkenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari kekurangan pajak

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dKamgika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pesean;

(5) Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimakyat (1) huruf a
angka 3) dikenakan sanksi administrasi kenaikaess#b25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi admirsisbrarupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang &dambat dibayar untuk
jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihiturjgkssaat terutangnya pajak.

Pasal 8

Tata cara pengisian, penerbitan, dan penyampaidRDSatau dokumen lain yang
dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebaganumaksud pasal 6
ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupat

BAB V
SURAT TAGIHAN PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 9
(1) Bupati dapat menerbitkan SPTPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibaya

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranganbasmaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi bungdddsna.

(2) Pajak yang terutang dalam SPTPD sebagaiman&kslimigpada ayat (1) huruf
a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasipa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15a(lmelas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggah tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sel28adua persen) sebulan
dan ditagih dengan mempergunakan STPD, atau dokuiagn yang
dipersamakan.
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Pasal 10
(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(satan takwim.

(2) Pajak Terutang dihitung dalam masa pajak pada lssgiitan pelayanan di
Hotel.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 11

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembaydean penyetoran pajak
daerah yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) karja setelah saat
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam ) buégakstanggal diterimanya
SKPD oleh wajib Pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pemlagst Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang rbabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pemagajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)abusejak tanggal

diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memempeansyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadab vpajak Daerah untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daekahakian bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran danngsam pembayaran
sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan PanaBupati.

Pasal 12

Pajak Daerah yang terutang berdasarkan SKPD, SERBKPDKBT, SPTPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kelperatan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak Bhepada waktunya ditagih
dengan Surat Paksa.

Pasal 13

Apabila Pajak Daerah yang harus dibayar tidak ddunlalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bugggtia menerbitkan surat perintah
melakukan penyitaan.

Pasal 14

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakanuknpelaksanaan penagihan pajak
daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING
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Pasal 15

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bapat Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;

e. SKPDN; dan

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga hbendas ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayahafll)s disampaikan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertgiatieslasan- alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdénta 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterimalowajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bajamgka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak temenuhi atau membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajdjak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimianaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dgeny sebagai surat keberatan dan
tidak dapat dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberilkdnpejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui f@oattercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua hédatan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atzer&tan yang diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa memeseluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajakner

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (4 fewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajulearggdap dikabulkan.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hakgpada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yangpkiget oleh Bupati.

(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada (Bydiajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasanjgiasydalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirirea dari surat keputusan
keberatan tersebut.

(3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimanaa#lsud ayat (1) dilampaui
pengajuan keberatan dianggap gugur atau tidakrdée
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(4) Pengajuan Permohonan banding menangguhkan kewayi®anembayar pajak
sampai dengan 1 (satu) Bulan sejak tanggal peaarBuitusan banding.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud (d&saatau banding
sebagaimana dimaksud pasal 17 dikabulkan sebagiarseluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah snbbUnga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duahpemopat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dinisejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

(3) Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atau dikkém wajib pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (bohah persen) dari jumlah
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangyademajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan ingndanksi administratif
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh Perseraibayaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabukebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebeBEad % (seratus Perseratus)
dari jumlah pajak berdasarkan pajak yang telahydibaebelum mengajukan
keberatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 19

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatanBygati dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKP&au SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tahgéthu kesalahan dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan ngeng-undangan
Perpajakan Daerah.

(2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan waiji plapat :

1) mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminidiesitiba bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peratpeaondang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut diklkae karena kekhilafan
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

2) mengurangkan atau membatalkan atau SKPD, SKPDKBDEBT atau
STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

3) membatalkan atau mengurangkan STPD.

4) mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkartimpangan
kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentik gaggk.
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5) Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapark pgag dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara giaagtukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaraagau penghapusan sanksi
administrasi dan pengurangan atau penghapusan i sadksinistratif dan
pengurangan atau pembatalan, ketetapan pajagaetsna dimaksud ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pdraman sebagaimana
dimaksud ayat (2) diterima sudah harus memberikpuotisan.

(5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimamaakisud ayat (3) Bupati
tidak memberikan keputusan permohonan pembetulmgyyrangan ketetapan

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administraka permohonan
dianggap di kabulkan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, wajib pajak dapatgajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulamgksédjterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana slich@lada ayat (1) harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayatt@h dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohpeagembalian kelebihan
pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB hareshilikan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnkalebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaisiamzksud ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)abusejak tanggal
diterbitkan SKPDLB;

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakuldelay lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga seb2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabgyanan pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran paja&gaimana dimaksud
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaisavsetelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagpajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pggen daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksizdgyat (1) apabila :
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a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat pak&au;

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak bailgdang maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surksagaebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitungkségnggal penyampaian
surat paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagainmaaesdd ayat (2) huruf b
adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakarmh rmempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Biaera

(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung semagaidimaksud ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomagswran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajik.paja

Pasal 22

(1) Piutang pajak yang kadaluwarsa tidak dapat dilakuganagihan dan dapat
dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutarak yang kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudaHluksedaa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya deogeret paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga Ratus juta rupiah) per tahunibwvanenyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omegtdata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dexigan peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji képat dalam pemenuhan
kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undamaganberlaku.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau argtatokumen yang
menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungagatieobjek pajak yang
terutang.

b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atamgan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelamga@meriksaan dan
/atau :

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksabdagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
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BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pdiaksegala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajdjalp dalam rangka

menjalankan pekerjaannya karena jabatan atau pakerya untuk menjalankan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlakukutgnaga ahli yang

ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melakkanaetentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah;

(3) Di kecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (2) yaitu

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai atdts saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan olgfatBuntuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga Negara atamsng§temerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keonddgerah;

(4) Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepadgaljs sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dumalayat (2) untuk

memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertdari atau wajib pajak
kepada pihak lain untuk kepentingan Daerah;

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalamkapa Pidana atau
perkara Perdata, atas permintaan hakim berdasaidemm acara pidana atau
hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan éztnlis kepada pejabat dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (8yatuntuk memberikan

dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dan ketgaanwajib pajak yang ada
padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5)shaenyebutkan nama

tersangka, atau nama tergugat, keterangan yangtdinserta hubungan antara
perkara pidana atau perdata dengan keterangardyairga.

BAB XIlI1
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungamerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukayiglikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimakslaindandang-undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah gejadgawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-umdgenyzberlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat dglah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kaggn atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaRarrah agar
keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap elas;]
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b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan eraigorang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dialaghubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ¢iriaeau badan yang
berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajBlaerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkermBmogan tindak
pidana perpajakan Daerabh;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahatn ferkbukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan taamyierhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksangas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang gugatkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungestaeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaknaidoerpajakan
daerah;

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya daerilsa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  menghentikan penyidikan; dan/ atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancana@nyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai deng@mtikan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut unmetalui penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuagae ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Péageldeuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerataksiadiakan oleh Tim yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyakapePTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
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kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidanaa@aling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampa8@mPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana deatlag banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kuratagar.

Pasal 29

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidakndlitt setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajald berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupatig karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagairdanaksud pasal 25
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kwamingaling lama 1 (satu)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.08@pat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Buyaig dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang meryaaiolak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal a8 Ay dan ayat (2)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (thla)n dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana sliitayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasia dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) glanh (28) sesuai dengan
sifatnya menyangkut kepentingan pribadi seseoraag Badan selaku wajib
pajak merupakan tindak pidana pengaduan.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasglaB@1l) dan (2) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rrataturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang IP&jatel (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003, Nomor S&i : B) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengarntifaraBupati.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldtingkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memeriatapkengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran abadfabupaten
Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd.

AGUSTIN TERASNARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Capl/ttd.
Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR17.

- 159 -



